
BUPATI MUSI RAWAS 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 

NOMOR ~~- TAHUN ~~3 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Repuplik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, 

dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

1 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2027 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 

Nomor 1). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Musi Rawas. 

3 . Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Musi Rawas. 

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya 

disingkat DPDK adalah Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Musi Rawas. 

6 . Kepala Dinas adalah Kepala DPDK. 

7. Sekretariat adalah Sekretariat DPDK. 

8. Bidang adalah Bidang pada DPDK. 

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada DPDK. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

pada DPDK. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga 

dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian 

tugas DPDK sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilannya pada DPDK. 
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12. Jabatan Pelaksana adalah sekolompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

13. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang 

terdapat dalam Disperindag. 

14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

15. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) DPDK merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang membidangi Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah. 

(2) DPDK dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi DPDK terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretariat, meliputi; 

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; 

dan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pelayanan Perpustakaan; 

d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan 

Perpustakaan; 

e. Bidang Kearsipan; 

f. UPTD; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam 

melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala 

Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur 

organisasi DPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanaan, 

pendistribusian dan inventarisasi barang-barang 

inventaris; 

e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan perlengkapan DPDK; 

f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, 

hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat 

DPDK dan dokumentasi; 

g. melaksanakan pengelolaan administrasi 

perkentoran, administrasi kepegawaian, 

administrasi kearsipan dan perpustakaan; 

h . menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan 

penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/ pelatihan; 

i. melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai; 

J. melaksanakan penyiapan bahan standar 

kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

k. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 

Bidang Pelayanan Perpustakaan 

Pasal 9 

Bidang Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan 

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perpustakaan. 

Pasal 10 

Bidang Pelayanan Perpustakaan dalam bertugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan rencana dan program 

kerja Bidang Pelayanan Perpustakaan; 

b. pengoordinasian program kerja di Bidang Pelayanan 

Perpustakaan; 
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c. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerjasama 

perpustakaan; 

d. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan; 

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang 

Pelayanan Perpustakaan; 

f. pelaksanaan deposit, pengembangan koleksi dan 

pengelohan bahan perpustakaan; 

g. pelaporan di Bidang Pelayanan Perpustakaan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh 

atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 

Pembinaan Perpustakaan 

Pasal 11 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan 

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

( 1) huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang 

Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan 

Perpustakaan. 

Pasal 12 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembinaan 

Perpustakaan dalam bertugas sebagaimana dimaksud 

Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan rencana dan program 

kerja Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 

Pembinaan Perpustakaan; 

b. perumusan kebijakan Pengembangan Perpustakaan 

dan Pembinaan Perpustakaan; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan; 

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga 

perpustakaan; 

e. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran 

membaca; 
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Bagian Keenam 

Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 15 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f 

bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan 

nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Pasal 16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g bertugas 

melaksanakan sebagian tugas DPDK sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Bagian Kesatu 

Dinas 

Pasal 17 

(1) DPDK dalam melaksanakan tugas sebagaiamana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 

dengan instansi yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 
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(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan 

tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing­

masing maupun antar satuan organisasi. 

Bagian Kedua 

Kepala Dinas 

Pasal 18 

( 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan Bupati. 

(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Ketiga 

Sekretaris 

Pasal 19 

( 1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap 

satuan organisasi. 

(2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas 

dan wajib menyampaikan laporan secara berkala. 

Bagian Keempat 

Satuan Organisasi 

Pasal 20 

( 1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan 

tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala 

Dinas. 

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan 

pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing. 

Pasal 21 

( 1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, 

mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah 

yang diperlukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang­

Undangan. 
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Pasal 22 

( 1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan 

tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan/atau pejabat 

fungsional. 

(2) Setiap bawahannya dapat memberikan saran dan 

pertimbangan kepada atasannya. 

Pasal 23 

( 1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana dan 

pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, 

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing. 

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan 

dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi 

dan pelaporan kinerja. 

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat 

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 24 

( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-U ndangan. 

(2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi 

setingkat Jabatan Struktural Eselon 11.b. 

(3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat 

Jabatan Struktural Eselon III.a. 

(4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator 

setingkat Jabatan Struktural Eselon III. b . 

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas 

setingkat Eselon IV.a. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan 

Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan 

dilakukan penataan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas 

(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 

44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Bupati 1m dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 

Rawas. 

Diundangkan di Muara Beliti 

pada tanggal~. _-Stplernh«- ::u,;n 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS, 

dto 

AIDIL RUSMAN 

Ditetapkan di Muara Beliti 

pada tanggal, 1. Iepfetnhtr ~3 

BUPATI MUSI RAWAS, 

dto 

RATNA MACHMUD 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN.~.?.~ NOMOR.~f1. 

~~ffl;jU. DENGAN ASLINYA 
NHUKUM, 
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